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Pendahulugn

“Pengaruh era globainsasx di segaa bldang
kehidupan masyaraka[ dx masa kml t:dak

_ dagangan pada khususnya
- bidang. teknologl dan_ilmu
e 1) Pengaruh yang berdampak ne-
ganf an{ara lam men:ngkamya laly, lmtas

satu dengan lainnya

.. Perkembangan . tmdak p:dana Jdni . seiazn
telah banyak _menimbulkan | dampak vang

na&onal yang menimbulkan .sensitivitas . hu-

tahun 1950 menunjukkan ;jumiah total (crime..

Saiah salu ak.ibé; ['mda.k pidané Jinter-

bungan diplomatk antar negara .ini ialah
masaiah konﬂ;k yur:sdtk& kr:mmal

P rkembangan tindak: pxdana lintas - tern-'
i _.,:menun;ukkan perkembangan yang
pesat sejak tahun. 1950-an.. :Sampai “dengan

total) -sebanyak 950, sedangkan, perkembang--
annya - selama - kurun waktu 26 -tahun (sejake
tahun . 1960 sampai - denga_n tahun 1986)
menunjukkan 'crime total’ sebanyak 118.466. ...

Dilihat dari jumlah negara yang rteribat
juga menunjukkan perkembangan yang sangat
berarti.- Apabila. pada . tahun - 1950 -jumlah
negara yang-terlibat sebanyak 36 negara maka
pada tahun 1966 mencapai jumlzh 66 negara,
dan_jumlah negara yang terlibat tampak
menmgkat menjadl 105 pada. tahun 1970, 130
pada- tahun 1980 dan pada tahun 1986
mencapai ;umiah 142 negara vang terhbat
(NCB Secretariat General, dalam Bossarci ----------
1990: 4).

. Perkembangan -tindak - pidana lintas teriz
torial secara kualitatif tampak . menonjol pada
tiga -jenis -tindak pidana, yaitu tindak pidana
terhadap harta benda (crimes: against . pro-
peny), tindak. pidana terhadap. orang (crimes

sangat .ierugikan. kepentingan. L_ese_]ahtera_ap,
keamanan. dan ketertiban suatu_negara .juga
telah. memmbuikan sensitivitas ‘hubungan di-
plomaz;k antara. NEGArZ-NEFara. yang . terhba{ di
dalam jaringan tindak pidana internasional.ini,

againgt pers_on)géj_an tindak'ﬁigiana kerah putih
(white collar crimes). Datam kurun wakiu 36
tahun {1950-1986) data statistik keiminal in.
ternasional  menunjukkan - keadaan- seperti
tersebut di.bawah ind. : :
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’i‘abei 3. Maudingan Jumlsh Tindak: Pi@ana.: ;
Harta” Benda, :Egjahatan terhadap" '

Jeris Tincl Pidana_____Jumlah.
T}) terhadap harta benda 14 549)
TR terhadap orang .. 1813 .
TP Kerah Putih 25, 944)

- -Sumbcr dlkunp dari Bossard, 1990:4.»

Beﬂmk to]ak pada - data statistik kriminal

;mternasmnai _tersebut di atas sekallpun tldaki_‘__
dark-numbers’;

dapat - dihindarkan terdapat
perkembangan tindak pidana sudah bersifat
global. Bahkan pada era pertengahan abad 20
ini perkembangan tersebut sudah menjadi
bagzan 1k z‘erpwabkan dan?kebzdupéni ma-
syamkat mtemaszomzl ' :

x}egaza " di Samping “secata
kuantitatf meningkat juga instrumen (hukum)
internasional - semakin bertambah ‘baik' dalam
bentuk : pegjanjian-perjanjian - ‘internasional
(reaties) ‘maupun praktik-praktik unibk me-
ngatur mencegah ‘dan memberantas pelbaga1
jenis kejahatan - tersebut sepem “ekstradisi,
mutyal “assistance “in - criminal - mattets | atau
mutual legal assistance reaty(ies) atay tin-
dakan ”handmg—over" (Romh Atmasasmlta
1994) e

Di- dalam kepustakaan hukum (pidana) in-

temasaonal “tindak ‘pidana. mtemasxonal di-
pandang " sebagai nusih: umat manus:a atau
”bostzsbumamsgenens Ll

merumen mternassonal yang telah mengatur

tmdak‘ pzdana mtemas:onai yaltu sebagai

berikut: - '

D War Crimés: 59 mstrumen tabun 1854-
1977.

2)" Unlawful’ Use ‘of Weapons 21 mstrumen

~“tabun 1868-1981. - G I

3y Crimes ‘Against’ Humamty 8 mstrumen
‘tahun '1945-1974. SEERSEEE

4)-Lengeide: «lwm«s%wm@@«»mhm 1948

-8} Unlawiul: Human Expewnentat

1 IO)Aucraft Hl}ackmg 7?

“14)Intemat10nal Tmﬂ*‘ ic”in Obsc &’

assiouni (1986 136) telah’ mennc_ ]umtah !

trumen se;ak tahum 1980 o

mstrumen, ~tahun

£:1947-1982.%

tahun 1977—1979 e
13) Drug . Offenses 16 mstrumen tah'
71988,

tion: 6 instrumen, tahun 1910-1949,
15) Destruction and/or Theft of National Tre-
asures: 9 instrumen, tahun 1935- -1984,
16) Environmental Protection: 26 in
tahun 1911- 1982
1D Theft
scjak tahun 1980, e
18), interference “with Submanne Cable
instramen, tahun:1884- 1982. :
19) Falsification and Counterfeltmg 1 instru-
" men, sejak tahun 1929
20) Bribery of Foreign Public Ofﬂcmis 4 ins-
trumen, tahun 1975-1979. .
21 Aggressaon 49 mstmmen tahu
1979

. Dl antara se;umlah msirumen m{emas:onal
tersebut . di , atas pemerintah Indonesa - telah
meratifi kas: beb-erapa konvensx mtemas‘ nal
yang, mengatur tmdak pfdaaa mternas nal

1899

drug offenses (196}) “dan konvensx mengenal
falsnfxcauon and counterfe:tmg, seria _Konven31
mengena: environmental ‘protection.”
rmtah Indonesm secara d1am-d:am telah meng—

war crrmes genocxde crimes agamst huma~
nity, ‘racial’ “discrimination, apaﬂhe:d dan
aggressxon serta tentang pnracy '

Peraturan ' perundang undangan pxdana

5) “Racial-- Discrimination’ ‘and Apartheid 2

+ instrumen; tahuin'1966-1973. -

6 Slavery ‘and Related Crimes: 25 mstrumcn
tahun1815-1982. i

7y Torture: 4 instrumen, tahun 1935- 198{)
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enam’ konvensi intémasional yang ‘mefigatur

* | tindak - pidana “internasional ke dalam™Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana dan’ Undang-
undang ‘pidana’ khusus. - Keenam’ konvensi
internasional ini ialah: konvénsi tentang, threat




' or-use. of force -against- internationally . pro-
rson falszfscatlon and countesfenmg

unggai atau Smgie Convent:on on
1961 -yang  diberlakukan
: ndang Nomor. 9 .tabun - 1976

'_ Salah satu mstrumen hukum mtemas:onal
-'_tg:_gug_ _ 'V_k;. menanggulangl tindak; padana

' Vreemdelmgen" dan telah menandatangam
perjapjian . . ekstradisi. .. dengan ., . pemerintah
Malaysia, (1974) pemermtah Repubhk Fitipina

: a- berkembang dl da[ani 4praktak yaxtu
deportas mutual 35315tance treaty in crimmal

sefak kemerdekaan"(l%s) _sampai_ saat ini
(1994). Jumlah perjanjian ini jauh lebih kecd
jika dibandingkan ‘dengan ;umlah perjanjian di
bidang‘pérdagangan,’ ‘ekonomi dan keuangan
vang telah d:tandatangam oleh’pemerintah ‘Rl
dengan negara lain sampai saat ini,
«Hal ~ini - tidaklah - mustahil -karena. da!am
rangka pembaﬂgunan di'bidang ekonomi yang
kini sedang dilaksanakan di” indonesza ‘pe-

hanya...menititikberatkan . pada: . tujuan Wie-

‘ningkatkan. :petumbuhan- ekonomi ; nasaonal_

semata-mata tidak: selalu-tepat.: Hal ‘ini-di-
sebabkan - tanpa .. disertai dengan -~upaya -
pembaharuan. hukum upaya -peningkatan
hubungan kerja . sama mternas:onal di dalam
pencegahan dan penangguiangan kejahatan.
vang berskala reg:onal dan internasional, -
peningkatakan permmbuhaﬂ ekonoml na-
siopal -tidak akan memiliki arti penting bagi
peningkatan kese;ahreraan sosial - 3y '

Dala.m" kenyataannya baik tindak pidana
nasionial maupun tindak pxdana mtemas:onai
merupakan kendala“utama bagi pemngkatan
kesejahteraan :sosial suaty bangsas 0 ¢

«/Studi: ‘mengenai perkembangan “tindak
pldana internasional di :dalam * pendidikan
hukum di- Indonesia . masih sangat . fangka,
Perkembangan... Emdak ‘pidana internasional
yang relatif: meningkat. terutama -pada. akhir
abad ke 20 ini serta. konflik yurisdiksi kriminal
yang .timbut danpadanya -merupakan . bukti
yang - mendukung pertuasan dan pemngkatan
dap -petluasan perhatxan teoritisi, hukum dan
praknsn hukum tethadap masalah ini.

. Di da!am pendxdlkan hukum di Indones:a
sudah saatnya diberikan pengajaran. mengenal
hukum pidana internasional kepada _ seluruh
mahas;swa fakuitas_hukum serta bekerja sama

nerus melakukan evaluas: peraturan per-
undang ndangan pidana dan pembaharuan
hitkum “y: -fnenyangkut masalah penang—
gulangan tindak pidand inj, © 0

“Bertitik ' tolak pada perkembangan tindak
p:dana internasional ‘sebagaimana telah " d{-
uraikan di ‘atas; maka tulisan berikut meliputi:*-

Bagian pertama: -peristilahan, - pengertian
dan karakteristik tindak pidana internasional,

** Bagian® kedua: ‘Antisipasi ‘dan’ Fungsiona-
fisasi“Hukum P:dana terhadap tmdak pldana
tmemasmnal
Baglan ketsga Penutup

: Bagianpertama L

merintalr-tebil wcnbutamdhan per}an;tan di
bidang perdagangan ekonomi dan” Reuangan
dengan negara-negara (maju) lain,

Pada sisi lain, prinsip prioritas. dalam
rangka hubungan E(er;a samz luar negeri vang

?@iﬁ%ﬁiﬁi i, Pengertian dan hﬁrakteris!ik
Tinda%c Pidana Intemasiona% o

Isulah tmdak ‘pidana mtemasmnat mempa—
kan ;padanan kata unwuk istilah international
crime. Bkilab- international crime ini  tidak
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dicantumkan secara eksplisit di dalam pelbagai
konvensi, internasional, dan istilahini ‘hanya

ditemukan: di ~dalam pelbaga: kepustakaan

hukum (pidana) internasional.

H émakaxan xsuiah tandak pxdana selam
konsisten dengan penyusun ‘naskah ranmngan
undang-undang hukum - pidana - juga “secara
sosiologis - sudah “diterima ™ oieh masyarakat

Di kalangan para ahh hukum mtemaswnal
(publik) masihiterdapat perbedaan pendapa[
mengenaz pengertian international crimes.

- Oppenheim, “Roxburgh dan- Sir Amold
.MCNQH._(di dalam "Mueller dan’ Weise; 1965)
membedakan antara’ péngertian’ igiilih Ater-
riational crime di sawu pihak dan international
delinquency(ies) di lain - pihak. Mereka ber-
penclapat = bahwa, “pengertian  international
crime(s) “memiliki implikasi ‘sangat ‘méndasar
yaitu berkaitan -erat’ ‘dengan masalah’ siapa
yang’ dapat dlpertanggung}awabkan atas ke-
)ahatan tersebut ;

Masalah ini akan semakm pehk _apablla
négara (state) terbukn mempakan salah salu
pxhak yang 1k_ut serta dalam . membaniu atau
mempe ‘kan tindak psdana mtemasaonal

Pnn51p umum hukum mternasmnal hanya
mengakun individu sebagal peiaku (peradllan
mengakun negara (szate) sebagax peiaku tmdak
pidana. internasional ;yang ..dapat. d:mmtakan
pertanggung}awaban pidana.. - .

Ketiga - pakar -tersebui. sepakat dan -cen-
derung untuk. mempergunakan istilah interna-
tional delinquency(ies) .dengan pertimbangan
bahwa pemakaian istilah ini hanya.akan.me-
miliki konsekuensi, pemgganii kerugian atau
remedial atau reparation sebagai pertang-
gungiawaban moral neggra terhadap pihak

korban. Ketiga pakar ‘tersebut sependapai pula
bahwa upaya untuk " meletakkan " kewajiban
pada ~negara - menjalani - pidana “merupakan
tindakan ‘yang -mustahil”dantidak ‘dapat di-
terima oleh para ahli hukum'internasional.
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vertikal,”

Pernyataan ketiga ‘pakar hukum “inter-
nasional * di“atas, merupakan 1mpllkas: ‘dari
perbedaan ‘mendasar antara pengeman-" hukum
intemasional dan hukum nasmmi (Le
Perbedaan karakter

nasmnal) tersebut :
Pada hukum mtemassonai organ

hukum- nasnonal orgamsasa kekuasaa'
Pada hukum naszonal--‘-_

kekuasaan mandm dan tidak ada®
negara yang memahkn kekuasaan
negara Jains 0 0 e
“Perkémbangan tindak’ pidana mternasaonal
telah mermbuktikan® keterlibatan suatu® negara
tertentu sebagai salah satu pihak, langsung
atau tidak langsung menjadi pelaku.” Kejadian
ini*sudah diantisipasi oleh 'PBB sejak” ber-
akhimya perang ‘dunia kedua dan PBBtelah
memiliki pengalaman di‘dalam mengad:ll para
penjahat perang dunia kedua. i

' Salah saw upaya PBB menghadapa
hbatan negara tertemu dalm tmdak

kc_tfar-

bagal organ PBB untux menyusun rancangan
mengenai_ konsep tanggung jawab negara
atau state regbomsz!:@ 7

Rancangaa Komls: Hukum intemassonal
mengenai hal ini dn:amumkan d1 dalam Pasal
1 dan Pasal 2, sebagal henkut

"Every mtemnonaﬁy ngfui act (gans bawah
pen) of -a State. entails: the: :ntemanonal respon
mbihty of that State : - .

T PR 2

"There is an mtemauonally wrongfui ad of a, State
whén:
(a) condudt crmsxstmg of an action or omission is
“attributable to_the” State (garis baw:zh pen)
" under international law”;




.- -"-(b) ﬁm conduct constﬁutes ‘2 ‘breach of an_inter
I ion - (garis bawah pen.) of the
k “of the Intemational Law
1., :

mempe:guhakén istilah wrongfull act yang
(mungkin): dapandang lebsh uwes di dalam

ya tindakan Yang._secara ian.gsung
oleh:: 'suatu negara melainkan

.-;.,,gara tertentu (attr:burable to. the state) dan
B mempakan pelanggaran atas kewajiban
_.internasional (2 b:each of . mternauonai
obhgauon)‘ T < M
. Di dalam masa perjuangan umuk men;adx~

_ kan rancangan * tersebut merupakan - salah

§ bagaan dari . kodifikasi. hukum . internasional,

_elakukan ‘penjatuhan .- sanksi

ekonom: dan..atau; sanksi embargo . senjata

utama techadap negara-negara yang terbukti
teiah melakukan . pelanggaran . tethadap hak
asasi .manusia.;-Sanksi . .Semacam. ini-- sudah
ddaksanakan an{ara Jlain terhadap, Iran, Libya,
Irak.dan Panama dan terakhu terhadap bekas

Berbe 2t den.,an kenga pakar hukum
miernasaonal di-aias, Bassiouni (1986): Jjustry
telah.: memberamkan «diti -mnemberikan . suatu
batasan-mengenai tindak pidana’ internasional
dilihat: darikarakier pidananya sebagai-berikut:
«Z International erimes ‘is- any: conduct-whichis

designated as a crime in a multiateral con:
.+-¥ention with a. significant number - of. state
:‘::':;}artm i _‘_L{ p:ov:ded the instrumen_contzins
. 'one of the ten r)enai charactenst:cs (gans

““‘Bassiouni* (dalam Atmasasmiita, “1994; 43)_ i
telah merinci kesepuluh ‘karakter pidana se:.
bagaimana "disebutkan: di’ dalam definisi ter-
sebut di atas, yaitu sebagai berikut:. o
1) explicit recognition of proscribed conducz-- :
- @s.constituting: an international . crime or.

. Crime under. mtemanonal law, (pengaku;

secara_ eksplisit . tindakan-tindakan . yang -

_ dtpandang sebaga: ke;ahaian berdasarkan
*“hukum untemas:onai) .
2 :unplacﬁ recognition “of the penal nalur

““the act by escablzsh:ng 2 duly to prohib

“ prevent, prosecute, punish; or the like _

ngakuan secara implisit sifat-sifat pidana .-

‘dari” tindakan-tindakan tertentu ' dengan

*‘menetapkan suatu kewa;:ban untuk meng-
“hukum; mencegah, menuntut, men;aiuhn g
~hukuman atau padanannya);
3) “criminalization of ‘the proscr:bed conduct_
- (kriminalisasi atas tmdakan tmdakan te

“teptu); - R
4)" duty ‘or right to prosecute (kewapban 'atau_

“hak untuk menuntut);’ :
5) duty or 1ight to punish ‘the proscribed.
-.-conduct. (kewajiban . atau - hak umuk me-

. midana tindakan tertentu); T
6) . duty. or.right extradite (kewauban amu hak
.+ untuk mengekstradls:) oy
7. duty ot xight to cooperate in prosecut:on

punishment (including . judicial - assistance

in penal proceedmg) Ikewajiban atau hak

‘untik bekerja sama di dalam penuntutan,
o pem;dananaan termasuk bantuan ;udfsnal

““di dalam proses pem:danaan} . 7.
8 establishment ‘of 2’ criminal ;unsd:cuonal

‘basis (penetapan suaiu landasan bagi Juns-

" diksi kriminal;

9) ‘reference 10 the estabitshment of an mter—
nation! criminal court (referensi pem-
~*bentukan - suatu pengaduian : p:dana

.-internasional); and -, ;
10) elimination of - the defense of supenor

-orders . (penghapusan alasan alasan pe— '

-rintah atasan). SRl el

“Terhadap karakter"’penal sebar_varmana

 (Tindak” pidana internasional adaiah seuap
" tindakan yang ditetapkan ‘sebagai suatu ke
-~ jahatan " di dalam:konvensi muititateral, sekali-
- pun konvensi térsebut” mengandung sy dan
' séépuluhKaraktersitik penal). :

d:ura:kan di atas, khususnya mengenai sanksi
pidana ‘sebagai instrumen pemaksa terhadap
intemational “crimes, Rolling (1979) [dikutip
dari Atmasasm:ta 1994 45) tampak kumnc
sependapit, o
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‘‘‘‘‘ Rolimg berpendapat bahwa, ditetapkannya
s_,u.,am - tindakan . sebagai.-suatu ‘infernational
-crimes tidak perlu harus: dipandang: dari: ada
atau udak adanya pen;atuhan pidana di dalam

keadaan nyata Ada dua aiasan yang di- .

kedel__apa-z dan kesembxlan tersebut dz atas
tampdknya maszh merupakan per;uangan yang
sangat lama.’ Karakter kelima. dan keenam di
dalam  praktik masih. d:hadang oleh kendala
kepentmgan hukum :nasional . masing-masing
negara serta ‘kendala judisial dan diplomatik
yang telah terbukii menimbulkan sensitivitas
hubungan d:plomauk antara., negara-negara
yang. berlcepenungan ' -

= Karakier ketujuh sudah beriangsung antara
banyak negara baik ‘yang* bersifat : bﬂateral
maupun multilateral (kelompok:negara ‘yang
tergabung dalam MEE)." Sedangkan karakter
kedelapari~ dan “kesémbilan’ mas:h terus di-
per;uangkan di dalam’ forum PBB

Karaktez kesembxlan sampaz saat in su_dah
tampak adanya. kemajuan dimana secara ad-
hoc telah dibentuk. pengadllan mtemasnonal
dan_ sedang dniaksanakan Jperadifan_ terhadap
pen]ahat perang yang sedang tetjadi i bekas
jajahan Yugoslavia dan ‘sedang dlpetsxapkan
peradilan _internasional lerhadap pen]ahat
perang di Rwanda N

Karakter kesepuluh merupakan hasnl tin-
dak lanjut  dari Mahkamah- Militer: * para
penjahat perang dunia-kedua di'Nuremberg
(1946).-8¢lain *sepulubh karakier  pidana: ter-
sebut di atas, Bassiouni (1986) telah menegas-
kan bahwa suatu tindak- pidana internasional

Tabel 2, Unsur inrzma&onal erlme .o e oh

international i i rarisnasionat

Stirectthrddt T eonduer aﬁ'g:

« indirect threat to the than one éa(c St [

sworld peace. S '-.-eom:luét'hdudmg or dici
and security 7 0 affecting citzens ofs 7. eoogerat

- shocking to the mors than onestate.

_:comctcace of . I ;

;means and methods

ternasional - maupun iinsur necessnty
pénulis; ketiga unsur tersebut di atas’ mempa«
kan unsur yang bersifat komprehensaf dan se-
Harusnya ada pada t:ap»nap mtemanonal
Cru'kaé.-' : : R s B

““Namun demikian Bassiouni tida men;elas—
kan lebih spesifik mengenai pengeman dari
ketu;uh sub—unsur dlmaksud d: dalam ‘:'tabel 2
d, a[as 5 i : H ; |

unsuE-uUNSuE tmdak pxdana mtemal:i_onzit'-*iﬁi
ialah organisasi‘internasional atau badan initer-
nasional manakah yang mémiliki kéWenangan
untuk menetdpkan ‘suatu - tindak’ p:dana teiah
memenuhiketiga-unsur tersebut'di-atas:

" Prakiik hukum (p:dana) mtemas:onal {eiah

membukiikan bahwa unsur “nécessity” “atau
kebutuhan: adanya ' kerja “sama. di- dalam” pe-
nanggulangan .. tindak . pidana. internasional
tidak mudah dan sederhana untul:dilaksana-
kan-.oleh: karena -tiap. negara. -memiliki
pandangan - vang - berbeda :sesuai:»idengan
kepentmgan (poimk) nas:onai maszng—masmg
negara., - : :

Keadaan int terbuktn ‘ada ‘negata” peserta
konvensi internasional dalam tindak™ pldana
tertentu yang “belum” menmkatkan dm ‘dalam

juga harus memenuhi figa unsur yang merupa-
kan prasyarai; ketiga unsur ini,..(1) .unsur
internasional, (2) unsur transnasional, dan (3)
unsur . "necessity”. Rincian ketiga. unsur fer-
sebut tampak pada tabel di bawah ini. .. -

2z

suatu kerja sama judisial ataupun operasional
sebaganmana d:tetapkan di daiam konvens
yang bersangkutan Sebaga: contoh Smga-
puza, merupakan. salah say negara  angpota
PBB dan telah mengikuti setiap - konvensi




uke: tmdak pxdana narkoﬁka

_ml belum : pernah terjadi - ‘dalam’ sejarah per-

kan: dapat ditarik ‘manfaat bag: perkembangan
-pembentukan’ hukum: ~p1dana nasmnal yang
akan datan__ : e

'pemasok narkot:ka di Mexxco DEA--teEah se;ak
lamarberusaha' membawa: pembunuh agen ini
ke: Amenka “Serikat “untuk’ mempertaaggung-
;awabkan perbuatannya tersebuts "

ain, seorang “dokter dan warga
negara Me_xrco telah d:cuhk dari kamornya di
Guadalajara, Mexico oleli beberapa orang

terbang’ przbadl ke “Amerika Serikat, “Alvares
dituduh “telah” ikt~ akiif “dalami* kasias: Feri-

tang tmdak pxdana -inter-

melalui * saluran’ diplomatik ‘kepada® Dec
"partemen Luar Negen Amerika Serikat. Isi n@ta-.'

“Amerika Serikat: telah-mengetahui rencana dan-

‘culikan’: ini: ~melanggar - perjanjian * ‘ekstradisi

mx zakan =-,.‘diu:gikén__-
ngeaa‘: kasus kon-'

i Kasus koaﬂak Yunsdtks; knrmnal semacam.

adilan: pldana di Indonesia, sehmgga diharap®

ada tangga[ 2 Apﬂl 1990 Humberto

bersenjaia dan’ dzterbangkan dengan pesawat |

. Menyusul ijénculjkan Alva;"es 11';1 EE .- o
mermtah Mexicotelah ‘mengajikan nota: Prt)_tes S

profes: ¢ menegaskan bahwa pemenntah_;

pelaksanaan’ penculikan ini dan tindakan: pe

nuntutan yang dilakukan terhadapnya
penolakan tersebut “alah™ bahwa pengadllan_-
tidak memiliki yur:sdxksz “kriminal atas” du’:nya__. .
oleh karena tindakan penculikan atas dxmya '

telah difencanakan oleh DEA sebagat aparat -

pemerintah Amerika Serikat dan tanpa per-
setuju ‘pemerintah Mexmo T mdakan ter<
sebut * melanggar “perjanjian ekstradisi yang
telah. d:tanda{angam oleh kedua negara pada
tahun 1981. : ;

Peﬂgad:ian dtstr;k “Los* Angeles mener' _
alasan Alvares'bahwa tmdakan pencui:kan a{as
ditinya” dilakiikan atas’ ‘rencana’ DEA sebagax
instansi ‘pemerintah Amerika Sesikat dan ‘oleh
karena it pengadilan berpendapat” bahwa -
tindakan. tersebut.. melanggar * perjanjian ' eks-
tradisi. yang- telah :ditandatangani oleh kedua
negara . (pemeérintah : “Amerika - Serikat. dan
pemerintah . Mexico). -Pengadilan *ini -pun
berpendapat bahwa pemerintah Mexico telah
mengajukan ' nota ‘protes -melalui’ saluran di-
plomatik terhadap pemeriniah Amerika Serikat
aas tindakan penculikan. Alvares. Pengad:ian
dxstnk Los -Angeles memutuskan untuk me-
nofak luntutau tethadap  Alvares dan -me-
meuntahkan .agar. Alvares dlkembahkan ke
negaranya (Mexico). . b ;

“Jaksa penuntut- umum - menga;ukan ban—
cimg ‘Pengadilan banding memperkuat putus-
an -pengadilan  distrik- Los  Angeles ‘dengan
pertimbangdn. yang sama dengan hakim- pe=
ngadilan  distrik _tersebut ~di *aias. - Jakea.

bunuhan “agen DEA." Camarém yaitu dengan
keahliannya “sebagi - “dokter:telah’: memper-
panjang ..kehidupan .. .Camarema: : sehingga
anggota.geng narkotika: dapat terus memenksa
agen ini dengan cara penganiayaan, - .. .

penuntlt  umum mengadukan - kasasi. ke
Mahkamah. Agung Amerika Serikar, (Supreme
Court of, Iust:ce atau Supr. Ct. of ).

Mahkamah Agung. Amerilka Serskat dengan’
perbandingan . jumnlah-suara’ 6 berbanding 3
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telah menetapkan untuk menerima permohon-
an pihak-jaksa penuntut umum dan memutus-
kan untuk  memperbaiki kembali putusan
_pengaddan tinggi; Mahkamah-Agung -Amerika
Serikat- dalam. pumsannya ini: mengajukan
pendapat bahwa,: penyehdlkan periama yang
perlu. . dilakukan: ./ ialah 1 apakah - tindakan
'pencullkan atas Alvares dari Mexico melanggar
petjanjian; ekstradisi-antara peme:;ntah Mexico
 dan  pemerintah.; Amerika ' Serikat.. Pendapat

_mayomas akim Agung telah menylmpuikan

pencuhkan dan, atas dasar ity maka
pengadﬂan ‘tidak lagi. perlu mempersoalkan
bagamana tersangka {(Alvares) - datang < ke-
hadapan pengadlian ini (AJIL _VOL.86 NO4,
1992: 811»820) A .

2 'Kasus Umted Sz‘ates v.Biermann (678 E,
Supp 1437) tanggalQFebman 1988...
Blermann adalah warga negara Inggris dan

pekex]aan tertuduh adalah operator pada kapal

laue . berbendera - Inggris .dan . ferdaffar  di

Inggr’ .;Tertuduh dituntut. dl muka pengadilan

di .disteik Utara  California  karena - memiliki

beberapa ‘ton " marijuana dengan niat. unmk

didistribusikan, - :

.Pada bulan jum 1987, kapal yang bernarna
’I'he Myth of Ecurie, berlayar: di lautan Pasifik
dalam perjalanan menuju Hongkong,” Kira-kira
pada jarak::35-mil::laut dari® Point" Reyes,
Californis; - penjaga- ‘pantai- Amerika  Serikat
meminta’ untuk menaiki  kapal -tersébut".dan
ditolak oleh. pemilik kapal tersebut.. 0. -

““Penjaga pantai ini kemlidian meminta izin
kepada pemerintah* Kerajaan - Inggris untuk
menaiki kapal tersebut’ dan permintaad ini
sesuai “dengan’ perjanjian tahun 1081 “afara
pemerintah kedua negara untuk mencegah
dan menindak impor narkotika ' ke Amerika
Serikat. ‘Dari jawaban telex, ‘pihak pemerintah
Kerajaan Inggris menyatakan tidak keberatan
petugas - penjaga pantai- Amerik_a -Serikat
menaiki kapal tersebut, L

bahwa peqanpan ekstradzsn ini tidak. melarang '

petugas penjaga ‘pantai tersebut, diketemukan
dilantai bawab kapal ini 700 pound mafijﬁana
dan barang-barang: ini ‘diakui oleh: pemilik
kapal :sebagai- miliknya. ‘Tentuduh kemud:an
ditangkap dan dibawa ke pos penjaga ‘pantai
California. -

‘Tertuduh diuntut: mengetahu: dan
sengaja memlllkl dengan niat unmk
distribusikan lebih ‘dari” 3 ton
[Undang-undang_California nomor, 4G pasal
1903 ayat (a)] dan juga dituntut meianggar
undang—undang lm pasal 1903 Ayat D,

fakatan antara fertuduh dengan pahak'k g
untuk mend:sznbus:kan manjuané. “Te ol uh
tidak dituntut karena mengimpor matijuana ke.
wﬂayah Amerika Serikat. Sedangkan pengerti-
;' vessel subject 10 the the jurisdiction of {he
United States' (garis’ bawah,. pen.):menurut
subsection (¢) (1) termasuk: (C) sebuah" kapal
yang terdaftar di negara asing-di'manainegarca
asal -bendera kapal tersebut telah. menyeujui
atau tidak  mengajukan- keberatan atas? pe-
laksanaan. atau.. penerapan undang-undang
Amerika Serikat;. (D) - sebuah: kapal tyang
berada di wilayah perairan bea cukai (custom
waters) Amerika Serikat. Pengertian’iwilayah
perairan_bea cukai atau custom waters, me-
nurut undang-undang . nomor 19 pasal . 1401
ayat .(j) adalah, waters within _ whatever
distance from the US. coast as has been a
mwﬁmw
forezghn govemmen (gans bawah pen) }V,__:
Berdasatkan fakta dari kasus tersebut di
atas dan sl ketentuan undang-undang: se-
bagaa_mana__{elah diuraikan di atas, pengadilan
telah menyimpulkan bahwa, perjanjian :tahun
1981 hanya meletakkan hak dan kewajiban
kedua pemermtah dan tidak memberikan hak
atas teruduh untuk. mengenyampmgkan buktl«
buk{s yang d:a;ukan dalam persxdangan Ny
~ Pengadilan juga telah menolak _arg_umen—
tasi tertuduh mengenai keabsahan berlakunya
undang-undang .negara bagian Californiaiatas

- Atas izin per ‘telex tersebu, petugas
peojaga pantai menaiki kapal vang pada
wakiu itu berada di titik Idkasi di taut ‘bebas
lebih dari 100 mil laut dari paniai California,
Dari penggeledahan yang - dilakukan -oleh
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tertuduh yang berada di atas kapal berbendera’
asing dan di lokasi perairan bebas.

Teriudul' meengajukan pembe aan dengan
menyatakan menolak tuniutan tersebut divatas
dan menyatakan bahwa pengadilan tidak




- memiliki- yurisdiksi terhadap dirinya  dengan
alasan bahwa undang-undang Amerika Serikat
tidak: dapé{' diterapkan terhadap seseorang
= "yang-berada di-sebuah kapal berbendera asing
s s wilayah Amerika Serikat.
: _-Tetgud_uh_ juga ‘mengajukan penolakan de-
ngan mengatakan, -bukti-bukti ‘yang diperoleh
' pelugas. penjaga pantai berasal dari tindakan
_penggeledahan _"(seafch) dan’ penyitaan (sei-
5 kapal “yang "melanggar aman-
eempat. (Fourth Amendment) dari
Amerika " Serikat 'serta  perjanjian
1‘2 Inggris dan Amerika Sérikat.

m_ mempemmbangkan apakah
3 dapat. diteapkan terhadap - per-
buatan * teriuduh, - pengadilan . - menemukan
bahwa Kongres telah melakukan perubahan
pada‘tahun 1986 atas pasal 1903 tersebut

Pasal /1903 ayat (a) - menetapkan: - Tt - is
unlawfull for any petson on' board -vessei_ of

pen) menurut subsectton © (1) termasuk (C)
sebuah kapal vang terdafiar di negara asing
dimana negara asal bendera kapal tersebut
telah menyetu;m azau udak menga]ukan

(custom waters) Amenka Senkat
Pengeman wﬁayah peratran bea’ cukaiatau
custom  waters menurut undang—undang
nomor 19 pasal 1401 ayat () adalah, waters

 within_whatéver distance from th'e US, coast
asihas “been greed under 2’ treaty - or
arrangement - with_ Eoremn goverhment (gans
bawah, pen.). '

=" Berdasarkan ‘fakta dari’ kasus tersebut di

hak atas tertuduh untuk mengenyampingkan -
buki-bukti yang: diajukan dalam persidangan

Pengad:!an juga telah menolak argumen-
tasi tertuduh mengenai keabsahan berlakunya
undang—undang negara bagian California atas
tertuduh yang berada di atas kapal berbendera
asing dan-di lokasi perairan bebas. o

‘Pengadilan berpendapat bahwa penerapan
unciang—undang tersebut - adalah - untuk ‘me-
negakkan asas perfindupgan yang mendukung
;angkaun ekstrateritorial - dari . ketentuan: ‘pasal- - -
1903 dan .dijelaskan - pula oleh. pengadilan
bahwa. lalu lintas. peredaran narkotika ilegal -
bukan hanya merupakan masalah cinters
nasional - yang - serius - dan, . secara . universal
dikutk - di. seluruh dunia; . melainkan juga
merupakan ancaman khusus terhadap. ke-
amanan dan kese;ahteraan di Amerika Serikat.

Lebzh Jjauh -dikemukakan bahwa Pasal 1
ayat § sub 10 dari Konstitusi Amerika Serlkat
dengan jelas .dan tegas .mendelegasikan we-
wenang  kepada  Kongres Amerika Serikat
untuk menetapkan kejahatan (berat) yang
dilakukap . di laut bebas dan tugas. ini telah
dilaksanakan oleh Kongres dengan me-
ngeluarkan :ketentuan pasal 1903 tersebut di
atas. ,

Pengadtlan telah meno!ak argumentaa
tertuduh mengenai tindakan penggeledahan
dan penyitaan -di atas kapal miliknya ber-
lentangan dan melanggar amandemen  ke-
empat (Fourth Amendment) dari. Konstitusi
Amerika Serikat. Pengadilan . untuk in_i s mes
negaskan sikapnya sebagai berikut: -

“under -certain ; circumstances < it is “not rea-

- sonable to require law enforcement officials to

. obtain.a prior warrant, and.courts have uphled
warrantless searches so }ong as the officials had
probable cause to believe the search would
yield ev1dence of crime, or if the search was
necessary to ensure the safe:y of the officers of

* public.” (AJIL VOLB3 NO.1, 1989:99-102).

Pengadilan di Ameﬂka Serikat di da!am

putusannya mengemukakan pendapamya se-
l-\nm hnrs%,‘:no

4ids Gan s1-kKeténtuan uandang-undang se-
bagaimana telah dintaikan di atas, pengaditan
telah menyimpulkan bahwa, peganjian tahun
1981 -hanya meletaklan hak dan kewajiban
kedua pemerintzhan dan tidak . memberikan

: ”D1 dalam keadaan-keadaah ‘tementd adalah
“tidak beralasan untuk meminta - petugas pe-
negak hukism memperoleh surat penangkapan
terlebih dulu, dan pengadilan dapat membenar-
kan penggeledahan tanpa surat penggeledahan
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s77isepanjang peiugas v memiliki alasan- yang

" s-gukupiuntuk meyakini bahwa, penggeledahan

kan menghasilkan bukti-bukti tentang suatu
ahagan, atau jlk& penggeledahan sedemikian
anggap perlu untuk mienjaga perlmdungan
'an petugas dgnaksud dan masyarakar.

. Amisipasi dan fungsienaljsasi hirkuin
-pidana terhadap tindak pidana &i luar
eritorial Indonesia... SRS

Menank ‘pengalaman ‘prakiek’ periuasan

Serikat sebagaunana ‘telah “divraikan 'di atas,
_penulss mengajukan permasalahan: seandatnya
Indonesia: mengalami-kasus-kasus ‘vang sama
sébagaimand ‘halnya ielah dialami oleh’ Anve-
rika Serikat bagaimanakah antisipasi dan fung-
s:onal:sasx hukum pidana posmf kita? - ‘
Masaiah ‘dasar yang terkandung di ‘dalam
pertanyaa.n tersebut-ialah, apakah sarana per-
aturan’ ‘perundang-undangan  pidana - positif
sudah’ dapat menjangkau tindak pidana diluar
tefitorial Indoniesia, dan apakah pengadilan di
Indonesia memiliki kewenangan Uik mem-
peértuas syurisdiksi ‘kriminalnya' sehingga dapat
men;angkau tindak pidana tersebut” ; 4

Penulis akan mencoba ‘menjawab kedua
esensi permasalahan di atas dari sucht teoretls
dan ‘sticut praktis, e -

+‘Secara teoretis: masalah~ini berkaitan -erat
dengan teori tentang perluasan yurisdiksi.

+ Mentirut*“dokttin .- hukum - “internasional,
praktek: perluasan yurisdiksi kriminal inidapat
dibenarkan - berlandaskan; ‘teori teritorial “ob-
]ekuf dan prinsip teritorial subjektif.

= Prinsip teritorialyang - objekkil membenar-
kan kewenangan untuk -melakukan penun-
wian’ dan ‘peradilan serta_penjatohan pidana
Aras’ tmdak pidana yang ‘dilakukan " di tuat
ba S Eerltomal suatu negara akan tetap: {a)
diselesatkan dl ‘negara yang memstﬂu yurisdiksi
tersebut atau (). meagak:ba[kan dampak
yang, sangat. mezuglkan kepentmgan ckonomi,
kesqahteraan warga negara, atau negara yang
bersanglutan,

yurisdiksi kriminal - pengadilan ~di “Amerika -

akan tetapi diselesaikan:di negara lam (Starie;
1984 197-198)."
“Prinsip teritorial. yang ob;ektlf mertipakan
Putusan Mahkamah Tetap. Internasionaly di
dalam kasus kapal Lotus (1927) das “peng:
akuan  atas- prinsip. ini ditulis .di dalam ‘pen-
dapat Mahkamah Tetap Intemasaonal ebagal
berikiit: :
- "Though it is true that in. all system O :
. principle. of - the territorial -character  of he
- criminal faw s fﬂndamental Jdt s equaii ‘
.. .ihat all or gearly all system of law extend their
action to_offences committed outsxde ‘The
 territory (garis bawah pen.) of the state...”. The
- territorial _characier - of - the crumnal? ot
therefore. ' is _not ! an absolute sfincinle iof
- international law (garis:bawah pen) \ (Harns
-+ 1983:214). o :
Di “dalam’ dok{rm hukum pldana
teori tentang locus delicti atau temp
;admya tmdak ptdana R

tempat perbuatan atau di'satu tempﬁat
beberapa “tempat, - fempat perbuatan
tempat ak;bat atau teori penggunaan

kan yunsdlks: krammai d: dalam I
ternasional pubhl\ dtsebut ]urtsdtctzorz o
.:zajudzcate .dan kewenangqn unt k
sanakan penangkapan penahanan penyldxkv
an dan pepuniutan statu kasus tindak. pidana
disebut, Jwrg,sdzcnon fo ery‘orce(Scilahter 1991

253- -254). S
D: daiam prakiek, . :mplemeniaa kedua
;unschksx kriminal tersebut ¢i Indonesia; masih
akan menghadapi-. kendala . apa_b_liﬂg_i‘ : ...ﬁ_ﬂadl
peristiwa sebagai berikut: :

(1) tindak pidana terjadi dekat ba[as terxtorlal

. Prinsip terltorial yang subjektif T.rhehab_éhar-
kan .kewenangan untuk melakukan penun-
wian dan peradilan serta penjatuhan pidana
atas-tindak -pidana vang dilakukan di- dalam
bata§- teritorial negara yang  bersangkutan,
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suatu nmegara, dan diperkirakan; akan atau
meruglkan kepentingan . nasienal; negara
yang bersangkutan; G

(2) tindak pidana terjadi di dalan tentor:al
suaiu’ niegara dan diperkirakan akar-atau




: °-=meruga§<:an kepentmgan nasional negara
~yilain; dan.y SRR P
(3) tindak p:dana teqad: dl antara - batas teri-

torial dua negara atau di laut bebas dan
merug:kan kepentingan nasional sa!ah satu
bersangkutan

Pasal 3, 4 dan Pasal 5. IQ:UHP beriaku

- 1tu menghadap1 tmdak
. di luar teritorial Indonesm

__affxc in narcotac drugs or'
Lances telah dzbenkan suaiu

1988 beluf 4d1rz:inﬁkasz dan Konvens; Hukum
Laut 1982 sudah dlrat:ﬁkas: th 1985) bagl

baru® men"enai pﬂriuasan yurxsdaksx kriminal
terhadap terutdma * tindak  pidana  harkotika
atau” tindak- pldana “internasional ldin yang
sangat merugxhan kepentmgan nasnonal

Ds datam naskah rancangan K:tab Undang-

jHakum Pidana Nas:onal 1991/1992=
felah " dicantumkan peibaga: ketentuan baru
terutama di-“dalam  Bab 1, Berlakunya Ke-
tentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-
Undangan Pidana. o ;

5 (atau Pasal 4 KUHP) ayat ke-4 antara lainy -
ditambah dengan ‘memasukkan “Undang: -

undang nomor 9 tahun 1976 tentang Nar-
kotika, . - : ik

Penambahan’ ‘pencantuman Undang»un~
dang Narkotika tersebut ‘di atas, ‘tampaknya
belum - menjamin  secara Utuh peningkatany

| fungsi hukum pidana nasional yang akan

datang ' terueama’ tethadap tindak - pldana
tertentu’ lainnya-selain tindak pidana narkot:ka
yang tetjadi di luat teritorial Indénesia’ Hal ini

disebabkan™ karena pfakzek per[uasan YUrlS- :

diksi kriminal" di luar teritorial suall negara
masth - harus memenuhz prosedur yang telah
ditetapkan “dan diakui di dalim hitkum inter
nasional. Sedangkan praktik ekstradisi tesbukn
telah mengalami banyak kendala, baik kendala
]udlsxal maupun kendala diplomatik, = =% 7

Di dalami konteks pembatasan Emgkup
berlakunya ‘hukiim” (pidana) -nasional oleh
hukum mtemas:onai seyogianya pemermtah
Republik Indonesia’ tetap waspada, - -

Di dalam ketentuan pasal 9 KUHP dategas—
kan bahwa ber[akunya keten{uan “Pasal :,
sampai dengan Pasal 8 KUHP dlbﬂ[&Sl oleh

halhal yang dikecualikan di dalam huhurn

internasional.. Ketentuan semacam .ini tidak
clqumpa: di dalam KUHP MaIaysna Singapura,
Ftklpma dan negara ASEAN lainnya. Sehingga
dengan_ dem:k:aﬂ tampak ;elas bahwa_hanya
dengan mel:bat pada isi Pasal- 9 KUHP di atas,
dapat d:kalakan _bahwa hukum pldana Indo—
nesia secara formal mengaku: pembatasan—
pembatasan oleh hukum . internasional .sepan-
jang Eerhadap Leten{uan hukum .internasional
yang telab diakui dan merupakan bqgnn ciar:
hukum nasxonai

. Hemat - -penulis, pencantuman secara eks—
plisit ~ketentuan mengenai - pembatasan -ber-
lakunya ‘hukum pidana nasional oleh hukum
internasional (Pasal 9 KUHP), memiliki arti
positif, :yaitu ‘menunjukkan’ kepedulian pihak
Hukum: Indonésia.* terhadap pelkembangan'
hukum internasional, -

Padaketentug ydng THengattn Denaxunya
peraturan .perundang-undangan menurut tem-
pat tidak banyak perubahan mendasar kecuali
penambahan, “beberapa: ayat dari ketentuan
lama (KUHP) pada umumnya, dan pacla Pasal

Fungsi-antisipatif dan terlebih fungsx adap-
tf (Muladi, 1990: 17-18) dari suatu peraturan
perundang-undangan teruiama hukum pidana:
merupakan prasyarat keberhasilan upaya pen-
cegahan .dan ‘penanggulangan tindak pidana
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pada- umumnya -khususnya tindak pidana
lintas-batas teritorial. - Dalam konteks ini terasa
amat penting petanan pengaruh hukura inter-
nasional terhadap hukum nasional (lingkaran
keenam) sebagax salah saws bagian dari.pen-
dekatan sistemik dalam pembentukan -sistem
hukum nasaonal (Sunaryati Harono, 1991: 19-

; Bemnk toiak pada pendapat kedua pakar
hukum . Indonesm di -atas, -kedua . fungsi - ini
terasa.-amat penting- peranannya . dan .sejalan
dengan. ‘amanat Pembukaan UUD45 di mana
antara, lain . diwajibkan kepada: bangsa dan
negara indonesm untuk ikut serta mewujud-
kan perdamaaan duma -dan kese;ahteraan
bangsadan negara, .. .-

. .Apabila ketentyan Pasal 9 KUHP dlkantkan
dengan konvensi Wina, 1961 mengenai Hu-
bungan Dxplomank telah terbukti memiliki
efe ‘sampmg yang bers1fat ‘negatif “dimana
mentasi konver151 Wina tersebut  telah
menurunkan kred:b;htas dan w:bawa hukum
nasmnal

“Hal' m; telah ‘menjadi isu intemnasional,
bahkan teiah memmbulkan sensmwtas ho-
bungan dlplomank antam pemermtah negara
yang terdibat; ™ '

“Keténtuan Konverisi Wina mengenal Hu—
bungan™ Dlpiomank tanggai 18 April 1961
secatd eksphsnz telah meneantumkan hak atau
imunitas agen-agen diplomatik negara tertentu
terhadap ”yunsdlksa *kriminal ‘atau-sipil ‘negara
penerima (recewlng state) {Pasal 31 dan Pasai
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Praktek pelaksanaan yurnsd1k51 kriminal di
terutama negara negara maju (Amenka Serikat
dan Inggris), sering dihadang oleh kekebalan
diplomatik (diplomatic immunity) sehingga di-
rasakan sangat merugikan kepentingan pr:bad:
korban, bahkan bagi kepentingan nasional.

Dalam praktek telah terjadi banyak: kasus
penyalahgunaan kekebalan diplomarik- untuk
kepentingan pribadi agen diplomatik atau ke
luarga agen diplomatik ybs. Penyalahgunaan
ini terutama menyangkut tindak “pidana per-

plomatik -pelaku tindak pidana tersebutiiclos
dari jangkauan hukum setempat (Ashman dan
Trescott, 1986). = :

Penutup .

‘Implikasi’ pengakuan terhadap
bangan hukum internasional kedatam
nasional ‘yaitu, pertama, di bidang pendidi
hukum pada umumnya khususnya’ pendidikan
hukum pidana, tidaklah dapat dielal
levansi dan pentingnya peningkatan’
an Hukum Pidana Internasional sebaga:
kuliah' yang “relatif “bacu di lmgkuﬁg per
dxdlkan 1Imu hukum d: Indonesra -

dimaksud - menuntut “Pemeriniah © ber
konsasten dan berkesmambungan

sxonal dan selektzf segera meiaksa
ﬁkasu atas set:ap konvensi mtemaé_ _
ielah diikuti dan dlt.andatangam wakii pe-
merintah RL

Implikasi kenga, da!am mngka p»emben«
tukkan hukum pidana nas:onal mendatang,

semua tindak padana internasional yang teiah
diatur di dalarn konvensi mternasxonai dan
telah diakui oleh Indonesia.

impinka51 keempat dxperlukannya ke-
waspadaan nasmnal vang tinggi . di. dalarn
mengantisipasi pegkembangan _kon\{em:‘r,l_. inter-
nasional mengenai tindak pidana internasional
oleh. karena. dalam keadzan bagaimanapun
kepentingan nasional :seyogianya tetap, sejajar
dengan kepentingan internasional apalagi di
dalam konvensi, internasional sering tersirat
kepentlngan negara maju leblh domman jika
dlbandmgkaﬂ dengan kepentmgan .negara
berkembang. ~ .

Daftar Pustaka

kosaan dan' pembunuban atap penganiayaan
terhadap warga negara selempat atau - me-
nyangkut lalu' lintas ~perdagangan narkotika
ilegal .oleh agen diplomatik ataw keluarganya.
Dengan berdindung di~balik kekebalan di-
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